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Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto 

Kabupaten Pinrang,  Provinsi Sulawesi Selatan 

Email   :     set.pinrang@bawaslu.go.id 
 

 

Nomor :  101/HK.04.01/K.SN-14/06/2024     Pinrang,  11 Juni  2024 

Sifat  : Segera 

Lampiran : - 

Hal  : Imbauan 

   

 

Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Kepengurusan  

       Tingkat Kabupaten Pinrang  

di - 

 Tempat 

 

 

A. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang.  

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024. 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. 
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B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah 

Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 

Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :  

1. Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   10   Tahun   2016   Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- 

Undang. 

Pasal 187B 
 

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan 

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam 

bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) 

bulan dan denda paling sedikit  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta  rupiah) 

dan  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
 

Pasal 187C 
 

Setiap   orang   atau   lembaga   yang   terbukti   dengan   sengaja   

melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses 

pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan 

calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, 

Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda 

paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

 

2. Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang. 

Pasal 47 
 

1) Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  dilarang  menerima  imbalan 

dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. 

2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima 

imbalan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   Partai   Politik   atau 

gabungan  Partai  Politik  yang  bersangkutan  dilarang  mengajukan  calon 

pada periode berikutnya di daerah yang sama. 

3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik 

atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses 

pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada 

proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan 

sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota 

dibatalkan. 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

       

     

   

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan. 

2. Arsip. 

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang


